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BAR I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai
rahmat bagi alam semesta. Agama Izlam mendambakkan kedama
ian dan kesejahteraan bagi seeluruh ummat manusia. Iélam
memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia,
haik vang berkenaan dengan rubungan  manusia dengan

manusia maupun hubungan manusia dengan Allah.

Salah satu segi aturan  hukum dalam Islam adalah

]

i

masalah pajak. Sebagai contoh, I=zlam telah mengatur

tentang pajak jizvah, Lewajiban ini sudah ditetaphkan cleh

BRIIE T e RS PR
Ll gt lln 3L s ya ¥ s U sy i
LR P N Bl e

"Feranglilah orang-orang yang tidak heriman kepads Allah
darn tidak (pula) kepada hari Lemudiarn dan meErena tidak
menqaharamkan apa vang telab dihmaramkan olenh Allah  dan
rosul—-Mya dan tidak besragama dengan agama Yang henar
(zgama Iszlam).varitu {orang-orangl vYang diberikan al-kKitab
bepada mereka sampai mereka mamnbay =Rtk

cedang merebka dalam kesdaan tundubk . =23
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7akat adalah ibadah amxlivah ijtimaiyah(ibadah v ang
Lerkaitan dengan ekonomi Leuangan) dan merupakan zalah

satu dari lima Fukun Islam vang mempunyal fungsi penting

a

dalam syari’at Islam. Sehinga’a al—-Gur’ an menegaska

kewaiiban -akat bhersama Lewaiiban =holat., ceba =Ry
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firman Allah swra an-Misa’ avat 77 s

'(W : ‘L*’Ji)"é’ 6,}.433\\‘,;\.4

"pirikanlah sholat dan havarlah zakat. {Depag.Rl 789:1

Avat al—-0ur’an tercsebut diatas menunijukkan dengan
teqas, hetapsa pentingnya pelaksanaan zakat disamping
ibadah sholat berfungsi ’éebagai rukti pengabdian dan
Lepatuhan Lepada Allah SWT. certa sebagal pencegahan dari
perbuatan Leji  dan munkair . maka zakat dimaksudkan
sehagal pembersih jiwa bagi yang mernunaikanny &.

Tujuan uwtama diwajibkan -akat bagi Izlam adalabh
untuk menceagah problem Lemiskingn. meratakan pendapatan .
meningkatkan Lesejahteraan ummat dan negara. Karena dalam
I=lam pemilik mutlak adalabh S5llab vang diciptakan untuk

manusia szluruhnya. Oleh karena it kekayaan rersebut

harus tetap heredar SECa&rx terus
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anggota @ z=varak
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t dan tidak boleh menjadi monopoli bagi

arang kEaya 2aja. Firman Allab curat al — Hasyr ayat 7 @
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"apa  Saia harta rampasan (fa’ 1) vyang diberikan Allah
Lepada rosul—-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allabh, untuk rosul. Laum kerabat. anak—
anak yatim, orang—oirrand miskin dan orang—orang dalam per
jalanan, SURaY: harta itu jangan hany & beredar diantarsa
arang-—orand Lava saja diantara kamil. fpa  yang diberikan
rasul kepadamu maka terimalah diz. Dan apsa yang dilarand
nya bagimu maka tinggalhanlah, dan bertaguwalah kepada
Aallahb. Sesunqaubny & Allah sangat Leras Rukum—Nya."
{Depag. RI. 1989 @ F1é6).
adanyva aturan perp%jakan dalam Islam merupakan
salah satu bukti bahwa syari’ at izlam selalu relevan
dengan perkembangan ZAMED & bersifat universal dan szbagal
pukti bahwa I=lam adalah agama samawl rarakhir  vang

paling zempuina dibandinghan denaan agama lainnya.

Sebagaimana yand dissbutkan dalam Tfirman Allah surat

M%@i;@m@d&scgt. .

Ll elcws,,

. i telah wusampurrak an urrbuk @it
AgARMAmid dan telah Ku—cukupkan Lenadamd mikmat-kn  dan
o PO 1 - o vue, - -, g2, F TS e g @
telah Fu-ridlol T=lam itw jadi agamami . (Depzag. Bla
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Dalam Lehidupan bernegalra dalam masyarakat ini
hamﬁir—hampir tidak ada& suatu kegiatan vana tidak
membutuhkan bigvyaa antars zakat dan pajak meskipun
tidak bisa dijadikan satu, redua—dusny & merupakan sumber

dana vang pada intinvya adalah mensejahterakan bangsa.

Sikap LoharSAamaan . gotong oy ong s sgkaligus
membantu memikirkan nasib dan vehidupan orang lain
adalah merupakan inti dari Lesadaran dalam
keikhlasan membay & pajak dan rakat ezbagal wujud

ditegakkannya Leadilan zosial.

Di negars Indonesia. pajak merupakan wewenang
pemerintah vand sudah diat&r ketentuan—ketentuannya dalam
suatu undang-undang. haik dari =egil tata cara
pemungutannya, pembay&rannya. macam—Mmacamny & Letentuan
besar kecilnvya jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib
pajak serta ketentuan pidana dan canksi-sanksinya

Jadi bisa kita simpullkan bahwa semua Yang berkenaan

dengan negara sudah diatuy herdasarkan undang-undang hal

tersebut sehagalimana disebutkan dalam Undang—undang Dasar

Tahun 19435 pada pazal 23 avat 2 vang menentukan bahwa
SEgala pajak untuk beper Luan Magarsa rerdasarkan

Undang—undandg - Fasal ini dipakal zzhagal dasar Rubuam
SECARTR Lonstitusionxl dari sistem pemungutan najak di
Indonesia. (1

urntuk 1tua hani umat Telam, kalau nenar—henay irngin
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meniadi umat heragama yang taat terhadap a&jaran agama
vang loyal terhadap Fancasila. beban komulatif harups
»akat dan pajak atas dasar keadilan wmum {Law
Justice),perlu dicari alternatif untuk meringankan beban
ummat Islam di Indonesia kLarena mengingat hangea
Indonesia seluruhnya tanpa memandang Agama dan kepercaya
annya harys ikut bertangoung jawab atas herhasilnya
pembangunan nasional yang hertujuan mewn judkan masyarakat
adil makmur yang merata materiil darn sprituil
herdasarkan Fancasila. (Masjfuk Tuhdi, 1973 : 220)

Dalam usaha untuk meniamin terpelihasranya tata
tertib dalam pemungutanh'pajak, maka dibuatnya suatu
aturan megenai hal tersebut. Sebhagalilmans Eita retahuil
zebelum adanya tata cara Menghitund Fajak Sendiri ini
wajib paiak pada awal  tabhun pajak menerima Surat
kKetetapan Fajak (SKF) sementara inil kLantor Inspeksl Fajak
hengenai pesarnya pajak v &ng terhutang vang jumlahny &
telah ditetapkan berdasarkan perkiraan {(taksiran) oleh
pihak pajak . {Drs. RB. Usman. K, Subrota, SH. 19a0 = 10l).

Cantoh lain megenal tata carsa pemungutan pajak

v &l bt adany & Fanitia—panitia v &Ng dipentuk urtuk
menetapkan "pajak Lecil" vyand ditetapkan perdasarkan

Keputusan Menteri keuwangan Tanggal % Februari 1953, yan

t

enetapkan dalam pazal 1 zebagal perikut : {1i. "Euna

waiilh paiak. termasuk padsa pasal 10 avat 2 dari ordon.
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. FD. 1944 diadakan panitia. terdiri zsedikitnva dari
tiga dan cebanyaknya 1ima arang anggotas dalam mans
termasuk ketuanya. {21. kKetus ceharusnya pegawal negeri
dari pamond praja yang pergaji dan ceterusnya dalam pasal
% dan & 3 "Kepala Inspeksi keuangan darn pegawal jawatan
pajak vang ditunjuk olehnya. dalam mana mereka bukan
menfadi anggota melainkan hanya mempunyal sSuara rasihat”.
(R. Santoso Brotadihardic, oH, 1984 @ 53) .

akan  tetapl dalam sejarah pertumbuhan panitia—
panitia semacam tersebut di beberapa NEgQara. mula—-mula

menunjukkan tendens @ kian hari kian berkembang baik.

Dapat dimengerti jika kita ingat, bahuwa pemungutan paja

-

didalam praktek zangat dirazakan rakvat sebagal pembatas
Lemerdekaannya individual, disebabkan adanya format -
farmat vang ditetapkan oleh petugas (pemerintah) sulit
dimengerti oleh wajib pajiak, sehingga mereka ini didalam
menetaphkan pajak itu zangat mengharapkan adanvya orang
v ang mewakilinya.

Jadi kesimpulannys sistem yang demikian tersebut,
baruw akan perhasil Bilamana aparatuyr FiskUs. haik

Lualitas maupln Luanitasnya certa kelenghkapannya zudai

T

sepenuhnya memenuhi Eebhutuhanny S . Ak an tetapl Lenyataan
nya yang ada sekarang ini babhws ﬁetugaﬁ—petugaa zendiri
sangat sedikit mengetahul tata Ccara pengiszian foirmat

Fformat vand sudah baku itw, yang zecuni atau tigdak sesual



denagan Letatapan Yang t2lah dituangkan pada Surat

w

Ketetapan Fajak (SKF).

Dengan adany?a kLandala-kandala tarsebut., maka caréa
itu diintrodusir dengan cara pemungutan yang baru, vaitu
fata cara Manghitung Fajak Sendiri (MFS) de=ngan menghitung
pajak orang lain (MFO), dimana peranan utama bukan lagi
dipegang oleh aparatur fiskus melainkan oleh wajib pajak
sendiri. (R. Santoso Erotodihardio, 1984:60) .

Tata cara pemungutan ini sebagaimana vang
disebutkan dalam undang—-undang No. B Tahun 19467 tentang:
nparubahan dan penyemnurnaan tata cara pemungutan pajak
Fandapatan 1994, Fajak Kekayaan 1932 dan Fajak Ferseroan
1925, d=ngan tata cara MFS dan MFOD." Sadangkan paraturan
pelaksanaan Undang—-undangd tentang MFS dan MFO dilakukan
dalam Feraturan Famerintah No. 11 Tahun 1967.

Jadi mulai tabun 1947 =istem Selr Asse:

ment

LY
iy

diintrodusir di Indonesia. ratapi hany2 untuk menghitung
pajak pendapatan yang harus dibavar cleh waljib pajak
sendiri setiap pulan (MFS) vand diangqanp seﬁagai
pembayaran di muka vand remudian dapat diperhitungkan
dengan pajak pendapatan 19944, yang ridak =aja menga2nal
ERH  vang Darus dilakukan zatiap bulan nlel wajib pajak

(dulu =1 mardasarkan pazal =3 WU FEH L9245, t=tapi
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dipelajari adalah mengenal katentuan—ketentuan v ana
terdapat pada Undang—undang Momor 90 Tahun 1994  dan
perkambangannya di zaman inis ditimjau dari Fukum Islam.
Fembatasan Masalah

Fermasalahan vand dipaparkan tersebut masih ber
sifat vmuh, oleh karensa itu  perilu adanya pembatasan
masalah, agar studi ini lehih mengena dan terarah pada

tujuan yang terencand. Fembatasan studi yang direncanakan

adalah zehagal berikut

— Dari segi gubyek @ Seorang pribadi darn badan sebagal
wajib pajak vang dibebani untuk
memikbl pebhan pajak.

- Dari segi Obyek - Dasar—dasalr penetapan Metode Menghi

Perumusan Masalah

Rerdasarkan
lebih praktis dan
LTS &N masalah

mentuk pertany a&n

1
.

perpajakan

mecalra

. HBagaimana menghitung paiak

tung Fajak Qendiri.

Felaksanaan dari Urndang—undang Mamor

9 Tatun 19794.

i kKantor Felayanan Surabays

Gubeng.

pembatasan masalah diatas. maka sQar

Dperazianalnya, diperlukan adanva suatu

zingkat yanq.diformulasikan dalam

perikut

—pertany aan zehagal

8

czendiri dalam Urdang—undandg
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1
1

=, Ragaimans perkembangan menghitung pajak = rdiri terse

but pada MAasax sekarang ini

-

#. Bagaimana arnzalisis hubkum Iz=lam terhadap siztem Menghi
tung Faiak Sendiri 7

Tujuan Studi

Tujuan studi ini merupakan target final vyang hendak
dicapai dalam suatu tugas bebanstudi di Fakultas Syari’ ah
curabava IAIM Sunan Ampel. Dengan memakal dasar partanya
an—pertanyaan rersebut, maka rujuan  studi vand ingin
dicapai antara lain sebaagal berikut @

1. Ingin mengetahul Letentuan—ketentuan vang ada pada
Undang—-undang Perpajaka;, Ehususny & mengenal Menghi
tung Fajak Sendiri (MF3) yaitu pada Undang—undang Mo.?
Tahun 1974.

2. Ingin mengetahul pelaksanaan metode Menghitung Fajak

Sendiri ini di masa sekaran imi.

[in]

Untulk menjelaskan pubkum Islam terhadap m
tung Fajak Sendiri tersebut.
Kegunaan Studi

SR pun manfTaat atau guna Yan dihars
studi ini sekurang-klrangnys dalam dua hal :
1. Memperkays z=rta  memperkuat posisl Hukoum

terutama kedudubkan Undang-undang Mo Z  Tahun 1974

rentana Menghitung Paiak Sendiri {
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=, Diharaphan dapat bermanfast untuk merumuskan  program

i3

serita meny adarkan dalam hkebi

4

pembinaan dan pemantapan
dupan masvarakat, disamping JUgs dalam Lehidupan
heragamas Lhususnya yang Lerkaitan dengan masalah Meng
hitug Faiak Cendiri (MFES). rerutama bagl waiib paiak
sendiri.

5. Pelaksanaan Fenelitian

1. Lokasi / Daerah Fenelitian

2k

i1}

iokasi penelitian ini diambil dari masyvarak

vang tercatat sebagai waiib pajak di wantor FPelayanan

1l an

n

Fajak Surabaya Gubeng. Yand hoerlokasi di J

Sumatera Nomor a4 Surabay s Derngan mengambil lokasi

terzebut kharens masih mudanya&  wmue Kantor pelayanan
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Fajak (EFF) Surabava Gubend. sehingags
tentang pelaksanaan Metods Menghitung Faiak Qendiri

{MFZ) yvang ada disitu.

r3

. Populasi dan Sampel

Fopulasi adalah tessluruhan suhy el dalam

penelitian. (D . Suharsimi arikunto, 1991 ¢

Dari definisi terzebut daoatlan difahami baiia




Mengingat jumlah populasi tersebut cukup besar
maka penulis akan menggunakan penelitian sampel, yaitu
dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang, yang
diambil secara acak dari seluruh waiib pajak yang
membayar pajak di Kantor Felayanan Pajak (KPP)

Surabaya Gubeng.
Subvyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah masya
rakat pembayar pajak di Kantor Felayan Fajak (KPF)
Surabaya Gubeng yang telah memperoleh penghasilan dari

1.

profesinya dan sekaligus melaksanakan pajak.
Sumber Data

Adapun sumber data vyang dipergunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah yang diperocleh dari
responden masing—masing yang terdiri dari masyarakat
pembayar pajak di Kantor Felayanan Fajak Surabaya
Gubeng. Selain itu sumber data vyang dipakai adalah
buku—buku literatur (Library research) yang berhubung

an dengan permasalahan tersebut, antara lain =

a. Undang—undang Ferpajakan 1993

b. Pajak — pajak Indonesia ecleh Drs. E. Usman dan
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K. Subroto, SH.

c. Pengantar Hukum Pajak oleh R. Santoso Broto
dihardijo, SH.

d. Dasar—dasar Hukum Fajak Pendapatan 1944 oleh Frof.
Dr. Rochmat Sumitro, SH.

e. Perpajakan oleh Drs. S. Munawir

f. Perpajakan oleh Mardiasmono

g. Perumusan Zakat Dewasa Ini oleh Dr. K.H. Syaichul
Hadi Permono, SH.

h. Zakat Kajian Berbagai Madzhab oleh Dr. Wwahbah
al—-Zuhaily.

i. Aturan Bea Materi d;n Kebijaksanaén FPajak oleh Drs.
sudarsono, SH.

j. Asas dan Dasar Perpaiakan 2 oleh FProf. Dr. H.

Rochmat Sumitro, SH.

k. Dan lain-lain.
Tehnik Penggalian Data

Mengenai tehnik penggalian data dalam penulisan
ini, diperoleh dengan Library research yang itu dengan
jalan mempelajari dan meny=2lidiki buku—buku dan
kitab—-kitab yang berkaitan dengan permasalahan—permasa

lahan tersebut serta didukung oleh data-data dari
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lapangan, sedang tehnik yang dipakai dalam penelitian

ini adalah sebagai perikut :

a. Interview (wawancara)

vaitu komunikasi secara langsung antara peneliti

dengan responden dan informan.

b. Dokumenter
Yaitu mengumpulkan data-data dari dokumen yang

dibahas.

Metode Analisa Data

Dengan melalui tehnik penggalian data tersebut,
maka didapatkan sejumliah pengetahuan yang dapat
membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini

metode yang penulis gunakan adalah :

i. Metode Deskriptif, yaitu merekam fakta atau ide
vang meliputi suaitu bidang. wilayah ssluas—luasnya
pada suatu periode. Misalnya dengan bentuk
mengemukakan kenyataan—kenyataan dari hasil
penelitian tentang pelaksanaan Menghitung Fajak
Sendiri (MFS) di Kantor Pelayanan Fajak Surabaya

Gubeng.
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2. Metode Verigikatif Analisis, yvaitu menghubungkan

dunia teori dengan dunia empiris. Kemudian untuk

ditarik suatu kesimpulan.



